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ABSTRAK 

 

 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

Pegawai Negeri dalam Pemerintahan Indonesia. Sebagai Pegawai Negeri, kedua 

instansi tersebut memiliki tambahan peraturan khusus mengenai prosedur 

perceraian (dan juga perkawinan) disamping UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara umum.   

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan 

peraturan tambahan khusus bagi TNI & PNS yang mengatur mengenai prosedur 

perceraian, perbedaan penghitungan kewajiban alimentasi bagi anggota TNI & 

PNS sebagai akibat dari perceraian, perbedaan sanksi yang didapat anggota TNI 

& PNS bila melanggar ketentuan peraturan khusus perceraian, serta untuk 

mengetahui alasan-alasan perbedaan tersebut. 

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif. Dalam penelitan hukum normatif ini, digunakan pendekatan 

perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa 

meskipun kedudukan TNI dan PNS adalah setara sebagai sama-sama Pegawai 

Negeri dalam Pemerintahan Indonesia, namun terdapat perbedaan perlakuan bagi 

kedua instansi tersebut dalam hal peraturan khusus percereaian (dan juga 

perkawinan). Perbedaan perlakuan bagi kedua instansi tersebut terlihat pada 

peraturan perceraian PNS dalam PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 yang lebih 

mengatur secara jelas dan detail dalam hal prosedur pemberian izin perceraian, 

perhitungan kewajiban alimentasi, dan pemberian sanksi sehingga lebih 

mempersulit PNS untuk melangsungkan perceraian dibandingkan peraturan 

perceraian TNI yang diatur dalam PERMENHAN No. 23/2008. 

 

Kata Kunci: TNI, PNS, perceraian, kewajiban alimentasi, sanksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan pasti berharap bahwa 

bahtera rumah tangga yang sedang dibina akan terus bertahan hingga maut yang 

memisahkan mereka. Namun, tidak semua pasangan dapat mempertahankan 

bahtera rumah tangga tersebut hingga akhir hayatnya. Di Indonesia sendiri 

mengenai perkawinan, putusnya suatu perkawinan dan akibat hukum yang 

ditimbulkan berkaitan dengan kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU No. 

1/1974”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 

“PP No. 9/1975”). Berdasarkan pasal 38 UU No. 1/1974, suatu perkawinan dapat 

putus karena kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan.  

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI) terdapat tambahan peraturan khusus mengenai prosedur 

perkawinan dan perceraian yang berbeda dari masyarakat pada umumnya 

disamping UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. Hal tersebut dikuatkan dengan 

pasal 46 Bab Penutup PP No. 9/1975 di mana dalam pasal tersebut dikatakan 

bahwa: 
“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentan-
ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian 
bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.” 
 

Adapun yang dimaksud Menteri HANKAM adalah Menteri Pertahanan dan 

Keamanan, sedangkan PANGAB adalah Panglima Angkatan Bersenjata 

Sebelum terjadi masa reformasi tahun 1998 di Indonesia, ABRI terdiri dari 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri). Awalnya Kepolisian merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri. 

Namun kemudian Polri ditempatkan di bawah kendali militer berdasarkan 
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Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 tanggal 1 Agustus 1947.1 Pada 

tahun 1961 Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI dan bertanggung jawab 

langsung kepada presiden selaku panglima tertinggi ABRI sesuai sistem yang 

dianut UUD 1945. Kedudukan Polri sebagai ABRI pada waktu itu masih tidak 

berubah dengan alasan integritas, sehingga segala hal ikwal yang berlaku di 

lingkungan TNI/ABRI juga diberlakukan di lingkungan Polri.2 Namun, setelah 

Reformasi 1998 ABRI mengalami pemecahan menjadi dua institusi yang berbeda, 

yaitu menjadi TNI dan Polri.  

Sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari institusi TNI agar lebih mandiri dan 

tidak terpolusi sikap dan perilaku militerisme seperti saat bergabung dengan 

ABRI/TNI.3 TNI memiliki fungsi untuk pertahanan negara, sedangkan Polri 

memiliki kedudukan di bawah Presiden dengan fungsi untuk penegak hukum, 

ketertiban, dan keamanan. Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri tersebut 

dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI 

dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI Dan 

Peran Polri. 

Berdasarkan pemisahan antara TNI dan Polri semenjak orde reformasi tesebut, 

maka peraturan tambahan mengenai prosedur perkawinan dan perceraian bagi 

kedua institusi tersebut mengalami beberapa perubahan. Oleh sebab itulah, 

penulis merasa perlu membahas lebih jauh mengenai bagaimana prosedur 

perceraian bagi anggota TNI setelah ABRI mengalami pemisahan. Dalam 

pembahasan nantinya penulis akan membandingkan antara peraturan mengenai 

prosedur perceraian bagi anggota TNI dengan PNS.  

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.4 Di Indonesia sendiri mengenai 

perceraian diatur dalam pasal 39 – pasal 41 UU No. 1/1974. Sedangkan perceraian 

TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang 

1PUDI RAHARDI, HUKUM KEPOLISIAN KEMANDIRIAN, PROFESIONALISME DAN REFORMASI POLRI xi 
(Laksbang Grafika, Surabaya, 2014). 
2 Id., Pada 8. 
3 Id., Pada xvii. 
4 SUBEKTI, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA 42 (PT Intermasa, Jakarta, 2001). 
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Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen 

Pertahanan. Untuk perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983. 

Alasan penulis memilih membandingkan TNI dengan PNS sebab secara 

historis sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”) keduanya adalah sama-

sama pegawai negeri dalam pemerintahan Indonesia. Peraturan khusus yang 

mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi kedua instansi tersebutpun 

muncul sebelum adanya UU ASN dan mengikuti sesuai UU Pokok Kepegawaian 

yang mengatur tentang Pegawai Negeri sebelum dinyatakan tidak berlaku lagi 

oleh UU ASN.  

   Pegawai Negeri di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdiri dari Sipil (PNS) dan ABRI 

(sebelum ABRI mengalami pemisahan pada masa orde reformasi). Setelah masa 

orde reformasi, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, Pegawai Negeri di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu Sipil, TNI 

dan Polri. Namun, yang membedakan keduanya adalah TNI pegawai pemerintah 

dalam bidang militer sedangkan PNS adalah pegawai pemerintah dalam bidang 

sipil. Adapun yang disebut militer adalah “kekuatan angkatan perang dari suatu 

negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”.5 Selain 

membandingkan dan menganalisis lebih jauh mengenai prosedur perceraian antara 

TNI dan PNS, penulis juga akan membahas mengenai akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian berupa kewajiban alimentasi. Menurut Djaja S. 

Meliala “kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau 

5 UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Pasal 
1 angka (20). 
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keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau 

antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu 

memberi nafkah, bila ada di antara mereka ini dalam keadaan miskin”.6 

Kewajiban alimentasi yang akan dibahas pada penulisan hukum ini adalah dalam 

hal biaya yang harus ditanggung seorang mantan suami untuk mantan istrinya dan 

juga biaya untuk anak/anak-anaknya. 

Selain membahas prosedur perceraian dan kewajiban alimentasi akibat 

perceraian, penulis juga akan membahas mengenai sanksi apa yang akan didapat 

anggota TNI bila melanggar peraturan prosedur perceraian bagi TNI atau apabila 

mereka lalai/tidak melaksanakan kewajiban alimentasi yang harus ditanggungnya. 

Penulis akan membandingkan sanksi yang akan didapat anggota TNI bila 

melakukan salah satu/kedua hal tersebut dengan sanksi yang didapat PNS bila 

melakukan pelanggaran yang sama terhadap prosedur perceraian dan kewajiban 

alimentasi bagi PNS. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat skripsi berjudul: 

“ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA BAGI 

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN 

DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa perbedaan prosedur perceraian bagi anggota TNI dengan prosedur 

perceraian bagi PNS? 

2. Bagaimana penghitungan kewajiban alimentasi bagi istri dan anak anggota 

TNI dan PNS sebagai akibat hukum dari perceraian? Apa perbedaannya? 

6DJAJA S. MELIALA, PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM 
KELUARGA EDISI REVISI 102 (Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015). 
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3. Bagaimana perbedaan sanksi yang akan didapat anggota TNI dan PNS bila 

melanggar ketentuan mengenai tata cara perceraian dan atau ketentuan 

kewajiban alimentasi bagi TNI dan PNS?  

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa perbedaan dan persamaan masing-masing peraturan 

tambahan khusus bagi TNI dan PNS yang mengatur mengenai prosedur 

perceraian. 

2. Untuk mengetahui perbedaan penghitungan kewajiban alimentasi bagi 

anggota TNI dan PNS sebagai akibat dari perceraian. 

3. Untuk mengetahui perbedaan sanksi yang didapat anggota TNI dengan PNS 

bila melanggar ketentuan peraturan khusus yang mengatur perceraian dan 

kewajiban alimentasi bagi keduanya. 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian hukum ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan dan 

pemahaman lebih jauh mengenai apa yang membedakan peraturan tambahan 

khusus untuk prosedur perceraian dan akibat hukum perceraian berupa kewajiban 

alimentasi bagi pegawai  negeri di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan 

membandingan pegawai negeri dalam bidang militer yaitu TNI, dengan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 

1.5 Metode penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.7 

Oleh karena topik yang dipilih oleh penulis di atas akan menggunakan 

data/sumber dari perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait mengenai 

perceraian dan akibat hukum perceraian bagi anggota TNI dan PNS, maka penulis 

dalam penulisan hukum nantinya akan menggunakan metode penelitian hukum 

normatif/yuridis normatif/yuridis dogmatif.  

7SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 43 (UI Press, Jakarta, 1981). 
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Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.8 Penulis akan 

menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan 

dalam metode penelitian hukum normatif ini. Alasan penulis memilih pendekatan 

tersebut karena pendekatan perundang-undangan (statute approach) melakukan 

pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral 

penelitian9. Hal tersebut selaras dengan sumber penulisan hukum penulis yang 

melihat langsung pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang 

terkait dengan perceraian dan akibat hukum bagi TNI dan PNS. Sedangkan 

pendekatan perbandingan, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik 

mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan 

produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara.10 Dalam 

penulisan hukum ini penulis akan melakukan perbandingan peraturan-peraturan 

yang terkait mengenai perceraian bagi anggota TNI dengan peraturan-peraturan 

yang terkait mengenai perceraian bagi PNS, baik dari tata cara perceraian maupun 

dari akibat hukumnya sehingga perlu menggunakan metode pendekatan 

perbandingan dalam metode penelitian hukum normatif ini. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Penjelasan Mengenai Latar Belakang dan alasan mengapa penulis memilih 

untuk membahas topik “Analisis Prosedur Perceraian & Akibat Hukum Bagi 

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dibandingkan Dengan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)”, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan 

diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis, metode 

yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika dari penulisan 

hukum yang disusun oleh penulis.   

8JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF EDISI REVISI 295 
(Bayumedia Publishing, Malang, 2012). 
9Id., Pada 295. 
10BAHDER JOHAN NASUTION, METODE PENELITIAN ILMU HUKUM 92 (CV.Mandar Maju, Bandung, 
2008). 
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BAB II: LANDASAN TEORI PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL 

INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 

Pada bab ini penulis akan menguraikan dasar hukum yang digunakan untuk 

perceraian TNI dan PNS di Indonesia, bagaimana penghitungan kewajiban 

alimentasi sebagai akibat dari perceraian bagi masing-masing institusi tersebut, 

serta akan dibahas pula pada bab ini mengenai sanksi apa yang akan didapat 

anggota TNI ataupun PNS apabila mereka melanggar/tidak mematuhi prosedur 

perceraian dan/atau penghitungan kewajiban alimentasi yang telah ditetapkan 

secara khusus untuk kedua instasi tersebut. 

BAB III: TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) & PEGAWAI NEGERI 

SIPIL (PNS) 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai profei TNI dan PNS dan apa 

tugas masing-masing instasi tersebut dalam pemerintahan Indonesia. Penulis juga 

akan membahas mengenai alasan mengapa bagi anggota TNI dan PNS terdapat 

peraturan perkawinan dan perceraian yang berbeda dari masyarakat pada 

umumnya. 

BAB IV: ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT HUKUMNYA 

BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIBANDINGKAN 

DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa perbedaan prosedur 

perceraian, kewajiban alimentasi sebagai akibat hukum dari perceraian, serta 

sanksi yang akan didapat apabila salah satu atau kedua hal tersebut dilanggar bagi 

anggota TNI dibandingkan dengan PNS.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis 

dalam skripsi berjudul ANALISIS PROSEDUR PERCERAIAN & AKIBAT 

HUKUMNYA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 

DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), serta berisi 

saran penulis mengenai topik perceraian anggota TNI dibandingkan dengan PNS. 
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